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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
 Setelah pelaksanaan PKL selama tiga bulan di KKP 
Pentatrust. Kesimpulan dari laporan tugas akhir yang berjudul 
“Pemahaman Prosedur Tax Amnesty untuk Memaksimalkan Manfaat 
Kebijakan Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak”, sebagai berikut : 
1. Tax Amnesty merupakan sarana yang diberikan 
pemerintah bagi Wajib Pajak untuk mengungkap harta 
dan/atau kewajiban yang selama ini belum terlaporkan di 
SPT Tahunan. Dengan fasilitas berupa penghapusan 
sanksi diharapkan para wajib pajak tertarik untuk 
mengikuti proram Tax Amnesty. Sehingga subjek maupun 
objek pajak akan semakin meningkat untuk tahun-tahun 
selanjutnya dan berakibat pada peningkatan pendapatan 
Negara. 
2. Masih adanya itikad baik dari Wajib Pajak yang merasa 
belum melaporkan hartanya pada SPT Tahunan terakhir 
untuk mengungkapnya pada program Amnesti Pajak. 
Banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti Amnesti 
Pajak ditandai dengan banyaknya antrian pada saat 
minggu-minggu terakhir periode Tax Amnesty saat 
melakukan PKL di Pentatrust. 
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3. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kebijakan 
Tax Amnesty membuat manfaat kebijakan ini kurang 
maksimal. Sangat disayangkan apabila kebijakan dengan 
manfaat ekonomis yang sangat menguntungkan bagi 
Wajib Pajak ini tidak dimanfaatkan dengan baik. 
 
5.2. Saran 
Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan seperti Amnesti 
Pajak tidak dilakukan secara berkala, oleh karena itu pemahaman 
Wajib Pajak terhadap kebijakan-kebijakan pajak perlu ditingkatkan 
agar Wajib Pajak dapat memaksimalkan manfaat Tax Amnesty 
tersebut. Dari segi ekonomis, manfaat yang diperoleh Wajib Pajak  
antara lain penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan 
penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Wajib Pajak juga 
dibebaskan dari PPh jika ingin melakukan balik nama atas harta 
tambahan. Manfaat lainnya yaitu rasa aman dalam melaporkan harta, 
Wajib Pajak yang telah mengikuti Amnesti Pajak akan mendapatkan 
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